) 'AN(rf‘lT".

'LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

: TAHUN 1989
Nomeor. 9 Seri D No. 8

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 4 TAHUN 1988
TE NTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA-DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tcrjammnya upava penegakan hukum
: peliaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Acch, perlu adanya k(,tentuan ketentnan yang mengatur ten-
tang Penyidik Pesawai Nege.i Sipil (PPNS) yang bertugas
melakukan penyidikan terhadzp pelanggaran Peraturan Daerah
sesiiai dengan ketenuian dan pedoman yang beriaku.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu m¢netapkan dalam suatu

: Peraturan Daerah.
Menginga* . 1. Uniang-undang Noraor 5 Tahun 1974 tcntang Pokok-pokok
Per aerintahan di Daetmh;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentzkan
Propinsi Aceh.

3.  Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan
Unium Pajak Dacrahy;

4, Undang-undang Nomnor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Dzerah;
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Menetapkzn

10.

11,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 197+ tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;

Undang-undang Nomor 8 Tahon 1981 1entang Hukum Acara
Piduna;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahua 1983 ientang
Pelaksanaan X itab Unrlang-undang Hukum Acara Pidana;
Peraturan Menteri Dralam Negeri Nomor 14 Tahun 1974

- tentang Bentuk Perawran Daerah;

Keputusan Menteri Kehaklman No. M-04-PW.07.03 Tahun
19¢4 tentang Wewenfmg Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri K:ehakiman No. M - 05 PW. 07.03 Tahun
1984 tentang Petunjuk Peclaksanaan Pengulusan, Pengang-
katan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Keputusan Menteri balam Negefi No. 23 Tahun 1986 ten-
tang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN :

'"PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAI—I ISTIMEWA
ACEH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH.

BAB 1
KETENTUAN 1MUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Propinsi Dzerah Istimewa Aceh.

b. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Propihsi daerah Istimewa Acch.

c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Dacrah Istimewa Aceh.

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) a(’[lalah Penyidik sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undarg Nomor 8 Tahun 1981, yang bertugas
dilingkungan pemerintah Daerah.

e. Pegawai Negeri Sipil adalan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Undnag-undang Nomor 8 tzhun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
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BAB I
KEDUDUKAN
Pasal 2

Penyidik " egawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Dacrah.

BAB 1L
TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEMNANGAN
Pasal 2

(1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempuny ai tugas dan kewenangan untuk melak-
' sanakan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap

Peraturan Daerah,
(2).  Tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) pasal

Ini berupa :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorangfentang adanya tindak pidana
pelanggaran;

b. -Melakukan tindakan pertama padd shat ita d]tempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan;

c¢. Menyurah berhenti scorang tersangka dari perbuatcnnya dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka;

d  Melakul:an penyit:aan benda dan atau surat;

e. Menganibil sidik jaridan memotret seseoran;

f. Memanggil seseo‘ang untuk diden zar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

g. Mendaangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. Menghentikan penyidikan setelah inendapal petunjuk dari Penyidik Polri

bahwa tidak terdapat cukup bukti aum peristiwa tersebut bukan merupakan
tindakan pidana, dan selanjutnya melaiui penyidik Polri memberitahukan hal

- tersebut kepada Penuntut Umur, tersangka atau keluarganya; .

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan :

(3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) pasal ini.
berkewajiban murabuat berita acara tentang :

a.
b.
c.

Perneriksaan tersangka;
Memasuki Rumah;
Penyitaan berda;
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" d. Pemeriksazan dan atan penyitaan surat;
e. Pemeriksaan saksi;
f. Pemeriksaan Jitempat kejadian.
(4). . Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dikirimkan segera kepada
Penuntut Umum melatui Penyidik Polri,
-(5). Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang
melakukan penangkap: n atau penahanar.,

DABR IV
PERSYARATAN PENGANGKATAN DANPERBERHENTIAN PENYIDIK
PEGAWAI NEGERIT SIPIL
Pasal 4

Syarat-syarat untuk dapat diangkat/ditunjuk sébagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

adalah :

a. Pegawai Negceri Sipil berangkat serendah- tcndahnya Pengatur Muda Tk. II (I1/b).

b. Berpndidikan serendah-rendahnya Sekolih Lanjutan Tingkat Atas atau berpendi-
dikan khusus dibidsng tehnis operasional‘atau berpengalaman iainimal 2 ( dua )
tahun pada hidang telinis operasional

c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP - 3) Pegawai Negeri Sipil untuk
s_elama 2 (dua) tabun berturut-turuitharns terisi dengan nilai baik;

d. Berbajan sehat ya}lg dinyatakan'dengan Keterangan Dokier.

Pasal 5§

Setiap pengusunlan calon Penyidik Pega wai Negzeri Sipil harus dilampirkan :

a. Foto Copy Perataran Dacrah yang meniadi dasar Hukum pemberian kewenangan
sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil dan wilayah kerja srta bidasg / obyek panyi-
dikan dari calon Penyidik Pegawai Negeri SJp;I van diusulkan dibuat rangkap 4;

b. Pas photo terbaru hitam putih dari Pegawat Negeri Sipil yang diusulkan :

- 2 x 3 ¢cm sebanyak 3 buah;
- 3 x 4 cm sebanyak 3 buah,

c. Foto Copy Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terakhir dibuat
rang ap 4;

d. Foto Copy Tjazah/Sertifikat Pendidikan Uthum/Khasus dari Pegawai Ne_geri Sipil
yang diusutkan dibuat rangkap 4;

e. Foto Copy Daftar Peniliian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil untuk
selarna 2 (dua) tahun berturut-tarut dengan nilai baik dari Pegawai Negeri Sipil
yang diusulkan dan telah dilegalisir dibuat tangkap 4;
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